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Abstract

This research aims to discover the general description of poverty and the factors that influence
poverty and to identify the factors that influence poverty in Indonesia. The method used is a spatial
regression analysis of panel data. The results of the study found that there is a spatial effect on
poverty in Indonesia. The ICT Development Index (IP-TIK), the percentage of mobile phone users,
and the human development index (HDI) significantly reduce the poverty rate in Indonesia. In
contrast, the illiteracy rate and the open unemployment rate significantly increase the poverty
rate in Indonesia. Therefore, apart from the socioeconomic side, it is also necessary to make ICT an
essential part of a broader development strategy to eradicate poverty.
Keywords: poverty; spatial panel; socioeconomic; mobile phone; ICT; HDI

Abstrak
Penelitian ini bertujuan mengetahui gambaran umum kemiskinan beserta faktor-faktor
yang diduga memengaruhi kemiskinan dan mengidentifikasi faktor-faktor yang meme-
ngaruhi kemiskinan di Indonesia. Metode yang digunakan yaitu analisis regresi spasial
data panel. Hasil penelitian menemukan bahwa terdapat efek spasial pada kemiskinan
di Indonesia. Indeks Pembangunan TIK (IP-TIK), persentase pengguna telepon seluler,
dan indeks pembangunan manusia (IPM) signifikan menurunkan tingkat kemiskinan di
Indonesia. Sebaliknya, angka buta huruf dan tingkat pengangguran terbuka signifikan
meningkatkan tingkat kemiskinan di Indonesia. Oleh karena itu, selain dari sisi sosial
ekonomi juga perlu menjadikan TIK sebagai bagian penting dari strategi pembangunan
yang lebih luas untuk mengentaskan kemiskinan di Indonesia.
Kata Kunci: kemiskinan; panel spasial; sosial ekonomi; telepon seluler; TIK; IPM
Kode Klasifikasi JEL: O13; O15; O18
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1. Pendahuluan

Kemiskinan merupakan indikator penting yang mencerminkan kesejahteraan
masyarakat di suatu wilayah (Haveman, 2015). Penanggulangan dan pengentas-
an kemiskinan hingga saat ini masih menjadi pusat perhatian dunia (Mathy &
Blanchard, 2016). Upaya untuk mengurangi kemiskinan tercantum sebagai tuju-
an pertama dalam Sustainable Development Goals (SDGs) yang telah ditetapkan
oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Upaya tersebut berisi tujuan dan target
global untuk mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuknya di seluruh dunia
pada 2030 (Abisuga-Oyekunle et al., 2020; Kroll et al., 2019).

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang dengan jumlah pen-
duduk miskin yang mencapai 26,16 juta jiwa pada Maret 2022 atau 9,54% dari
total populasi (BPS, 2022b). Hal ini menjadikan kemiskinan di Indonesia meru-
pakan masalah kompleks yang sampai saat ini belum terselesaikan (Purwono
et al., 2021). Kemiskinan yang tinggi berdampak pada berbagai aspek kehidup-
an manusia, baik ekonomi (Belantika et al., 2023; Berdiev et al., 2020; Pribadi &
Kartiasih, 2020), kesehatan (Aurellia et al., 2023; Hardinata et al., 2023; Prawidia
et al., 2023), politik (Yang et al., 2020), sosial-budaya (Mendoza et al., 2017), psi-
kologis (Hatcher et al., 2019) dan lainnya, yang saling terkait erat satu sama lain.
Dengan demikian, penyelesaian masalah kemiskinan membutuhkan strategi dan
sumber daya yang berkolerasi untuk pengentasannya (Liu et al., 2017).

Persentase tingkat kemiskinan di Indonesia terus menurun sejak tahun 2012,
meskipun ada peningkatan di tahun 2020. Merebaknya pandemi Covid-19 di
tahun 2020 merupakan penyebab peningkatan yang cukup besar pada jum-
lah penduduk yang terkena dampak kemiskinan (Rambe et al., 2022). Selama
pandemi Covid-19, ketika pertumbuhan ekonomi Indonesia terhambat, sektor In-
formasi dan Komunikasi justru berkembang pesat dengan tingkat pertumbuhan
positif sebesar 10,61% (BPS, 2021). Tren ini sejalan dengan kondisi global karena
penggunaan TIK mengalami lonjakan yang signifikan selama pandemi sehingga
dapat memfasilitasi peningkatan akses ke layanan kesehatan, pendidikan, dan
kegiatan bisnis (Dzator et al., 2023). Pengamatan tersebut memberikan bukti
pendukung bahwa peningkatan penyebaran TIK secara global dapat mendorong
pertumbuhan ekonomi dan berkontribusi pada pengentasan kemiskinan (Kanjo,
2020).

Kemajuan TIK memiliki potensi untuk memberikan dampak besar pada
berbagai kegiatan ekonomi dan sosial. Hal tersebut mengarah pada kemaju-
an ekonomi dan pengurangan kemiskinan dengan mendorong kemakmuran,
serta produktivitas dalam usaha ekonomi (Fernández-Portillo et al., 2020). TIK
memberdayakan masyarakat dengan memungkinkan mereka untuk mengakses,
menggunakan, dan berbagi informasi, sehingga menghasilkan kualitas pendidik-
an yang lebih baik, memperoleh keterampilan dan kemampuan kerja, kegiatan
ekonomi, serta keterlibatan tenaga kerja yang dapat meningkatkan pengentasan
kemiskinan (Asongu et al., 2021).

Kemiskinan bersifat regional dan meluas dengan karakteristik pengelom-
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pokan spasial yang khas (Zhang et al., 2018). Oleh karenanya, sangat mungkin
kemiskinan di suatu wilayah dipengaruhi oleh karakteristik wilayah itu sendiri
dan kemiskinan di wilayah sekitarnya (Nugraha et al., 2021). Berdasarkan hal
tersebut, dalam mengkaji kemiskinan perlu mempertimbangkan faktor wilayah
atau spasial untuk mendapatkan estimasi yang tidak bias (Pan et al., 2022). Peneli-
tian ini memiliki dua tujuan utama yang ingin dicapai: (1) memberikan gambaran
umum serta mengidentifikasi pola perkembangan dan sebaran kemiskinan, TIK,
dan faktor sosial ekonomi terkait yang berpotensi memengaruhi kemiskinan di
Indonesia tahun 2012–2021, dan (2) menganalisis pengaruh TIK dan faktor sosial
ekonomi terhadap kemiskinan di Indonesia tahun 2012–2021.

Terkait hubungan antara TIK dan kemiskinan, secara teoritis, beberapa pan-
dangan mengindikasikan bahwa TIK dapat membantu mengurangi kemiskinan.
Pendekatan Kemampuan (Capability Approach/CA) dari Amartya Sen meman-
dang pembangunan manusia sebagai peningkatan kebebasan manusia untuk
mencapai kemampuan agar dapat berfungsi secara efektif (Sen, 1999; Callini-
cos, 2004). Teori pertumbuhan klasik juga menyatakan bahwa TIK memainkan
peran penting dalam memfasilitasi pembagian informasi dan ide yang efisien
yang hasilnya dari peningkatan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi dapat
mengurangi kemiskinan (Aghion & Howitt, 1992; Galperin & Fernanda Viecens,
2017).

Untuk mendukung pandangan teoritis yang mendukung kontribusi TIK ter-
hadap pengentasan kemiskinan, banyak literatur yang menunjukkan bahwa
TIK dapat menciptakan lapangan kerja dengan mengurangi asimetri informasi
di pasar tenaga kerja (Yang et al., 2021) sehingga nanti bisa berkontribusi pada
peningkatan pendapatan rumah tangga dan mengurangi kemiskinan (Chang
& Just, 2009; Ma et al., 2020). TIK juga memiliki potensi untuk memacu pemba-
ngunan sosial dan sumber daya manusia (Yang et al., 2021). Melalui pendidikan
daring, TIK dapat memberikan keterampilan bekerja (Zheng & Lu, 2021). Lalu,
perkembangan TIK yang pesat, sistem pendidikan yang dulunya membutuhkan
jarak, waktu, dan ruang luas sekarang lebih mudah diakses (Zheng & Lu, 2021).
Selain itu, TIK juga telah meningkatkan pengeluaran dan perawatan kesehatan
melalui e-health. Saat ini, konsultasi medis virtual yang bisa mengurangi biaya
pengobatan dan meningkatkan kesehatan bisa dilakukan melalui TIK (Yang et al.,
2021). Penelitian di Cina oleh Yang et al. (2021) menunjukkan bahwa penggunaan
internet seluler bisa mengurangi kemiskinan secara multidimensi, meningkatkan
pendapatan, dan meningkatkan akses ke layanan publik. Sebuah studi yang
berfokus di Peru oleh Beuermann et al. (2012) menunjukkan bahwa pengguna-
an ponsel berdampak positif pada pengurangan kemiskinan dan kemiskinan
ekstrem di pedesaan Peru. Ofori et al. (2021) meneliti dampak akses, pengguna-
an, dan keterampilan TIK dalam mengurangi tingkat keparahan dan intensitas
kemiskinan di 42 negara sub-Sahara Afrika (SSA). Hasil penelitian tersebut me-
nunjukkan bahwa akses, penggunaan, dan keterampilan TIK dapat mengurangi
tingkat keparahan dan intensitas kemiskinan di negara-negara itu. Lechman &
Popowska (2022) juga meneliti dampak TIK terhadap pengentasan kemiskinan
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di 40 negara berpenghasilan rendah dan menengah.
Bukti juga menunjukkan bahwa kondisi sosial ekonomi memengaruhi ke-

miskinan (Ren et al., 2017). Sebuah studi yang dilakukan oleh (Luo et al., 2022)
menggunakan teknik Geographically Weighted Random Forest Regression (GW-RFR)
menunjukkan bahwa PDB per kapita berkontribusi terhadap kemiskinan di Ci-
na. Sebuah studi yang dilakukan oleh Yaping et al. (2020) untuk mengevaluasi
peran pertanian dalam mengurangi kemiskinan di daerah pedesaan di Pakist-
an menunjukkan bahwa tenaga kerja pertanian dapat mengurangi kemiskinan
di daerah pedesaan dalam jangka panjang, sementara PDB sektor pertanian
meningkatkan kemiskinan di daerah pedesaan. Namun, hasil jangka pendek
menunjukkan bahwa PDB sektor pertanian memiliki hubungan negatif yang
signifikan dengan kemiskinan di pedesaan. Terdapat juga penelitian yang dila-
kukan Turriago-Hoyos et al. (2020) bertujuan untuk menentukan dan mengukur
faktor-faktor penentu kemiskinan multidimensi di Kolombia. Hasil penelitian itu
menunjukkan bahwa karakteristik wilayah dan kondisi sosial ekonomi sangat
penting dalam menentukan tingkat kemiskinan.

2. Metodologi

Analisis dimulai dengan model non-spasial untuk menguji apakah model acuan
perlu diperluas dengan efek interaksi spasial. Mengabaikan efek spasial yang
signifikan dan menggunakan model non-spasial dapat menghasilkan estimasi
parameter yang bias. Oleh karena itu, model spasial harus disertakan dalam
analisis untuk memastikan estimasi yang tidak bias. Studi ini mencakup 34
provinsi di Indonesia dan menggunakan data panel dari tahun 2012 hingga 2021.
Model regresi linier non-spasial yang digunakan dalam penelitian ini adalah
model Seemingly Unrelated Regression (SUR), yang secara efektif menyelesaikan
masalah autokorelasi antar bagian data dan meningkatkan kepercayaan hasil
yang diperoleh (Pan et al., 2020). Spesifikasi model ekonometrik yang dibentuk
adalah sebagai berikut.

POVit = β0+β1IDIit+β2HDIit+β3IRit+β4UNit+β5GRDPit+β6GRDPAit+µt+vi+εit
(1)

POVit = β0+β1MOPit+β2HDIit+β3Rit+β4UNit+β5GRDPit+β6GRDPAit+µt+vi+εit
(2)

POVit = β0+β1COMit+β2HDIit+β3IRit+β4UNit+β5GRDPit+β6GRDPAit+µt+vi+εit
(3)

di mana t menunjukkan waktu studi dari 2012 hingga 2021, dan i mewakili
observasi dari 1, 2, ... 34 provinsi. β0 menunjukkan parameter konstan. β1, β2,
β3, β4, β5, dan β6 Koefisien regresi variabel independen (slope), µt, vi, dan εit
menangkap efek temporal, heterogenitas yang tidak teramati, dan efek dari
variabel yang dihilangkan. Persamaan (1), (2), dan (3) akan digunakan untuk
estimasi model fixed effect dan model random effect non-spasial. Kedua model ini
memiliki kelebihan dan kekurangan. Namun, dengan melakukan pendekatan
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Hausman (1978), kita dapat memilih model yang lebih tepat untuk analisis.
Definisi dari setiap varaibel yang digunakan dalam penelitian dapat dilihat pada
Tabel 1.

Konstruksi matriks bobot merupakan langkah penting dalam analisis spasial,
karena model spasial memerlukan spesifikasi matriks bobot spasial (Wi j) yang
mencerminkan tingkat ketergantungan spasial antara unit observasi i dan j
dalam sampel. Dalam analisis spasial, ada beberapa jenis matriks bobot yang
umum digunakan dalam literatur, seperti matriks inverse distance (Kopczewska et
al., 2017) dan matriks berdasarkan variabel ekonomi, jaringan sosial, dan sosial
ekonomi (Fingleton & Le Gallo, 2008). Matriks bobot dapat dinormalisasi melalui
berbagai metode, seperti standarisasi baris, standarisasi kolom, dan membagi
setiap elemen dengan akar karakteristik yang paling signifikan. Setiap jenis
matriks memiliki kelebihan dan keterbatasan yang berbeda, dan penelitian ini
tidak membahas setiap jenis secara detail.

Tabel 1: Variabel Penelitian

Variabel Penjelasan singkat
Tingkat kemiskinan [%] - POV Persentase penduduk dengan rata-rata pengeluaran per kapi-

ta per bulan di bawah garis kemiskinan Indonesia pada tahun
2012–2021.

Indeks pengembangan TIK [%] -
IDI

IP-TIK disusun dengan mengacu pada pedoman International
Telecommunication Union (ITU), yang terdiri dari 11 indika-
tor yang terbagi dalam tiga sub-indeks, yaitu sub-indeks akses
dan infrastruktur, sub-indeks penggunaan, dan sub-indeks
keahlian.

Persentase populasi yang memi-
liki atau menguasai ponsel [%] -
MOP

Persentase penduduk berusia lima tahun ke atas di suatu pro-
vinsi yang memiliki akses dan menggunakan telepon seluler
dalam tiga bulan terakhir.

Persentase populasi yang memi-
liki atau mengendalikan kompu-
ter [%] - COM

Persentase penduduk berusia lima tahun ke atas di suatu
provinsi yang memiliki akses dan menggunakan komputer
dalam tiga bulan terakhir.

Indeks pembangunan manusia
[%] - IPM

Indeks ini mengukur pencapaian pembangunan yang diben-
tuk oleh komponen kualitas hidup seperti kesehatan, pendi-
dikan, dan standar hidup.

Tingkat buta huruf [%] - IR Proporsi penduduk berusia 15 tahun ke atas yang tidak dapat
membaca dan menulis huruf Latin atau huruf lainnya.

Tingkat pengangguran terbuka
[%] - PBB

Persentase total pengangguran dibandingkan dengan total
angkatan kerja.

PDRB per kapita [%] - PDRB Nilai produk domestik rata-rata per penduduk atau barang
dan jasa yang dapat diterima setiap orang.

PBRB sektor pertanian, kehutan-
an, dan perikanan [%] - PDRB

Nilai agregat dari kegiatan pertanian, kehutanan, dan peri-
kanan dalam perekonomian provinsi di Indonesia.

Sumber: Badan Pusat Statistik

Dalam penelitian ini, kami menggunakan pembobotan inverse distance untuk
membangun matriks bobot spasial Wi j dengan menggunakan data koordinat
bujur dan lintang. Keputusan untuk menggunakan matriks inverse distance di-
dasarkan pada keunggulannya, terutama dalam memberikan bobot yang lebih
tinggi untuk tetangga yang lebih dekat. Elemen-elemen diagonal dari matriks
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Wi j ditetapkan sebagai nol karena tidak ada provinsi yang dapat dianggap se-
bagai tetangga. Sementara itu, elemen-elemen di luar diagonal Wi j ditetapkan
sama dengan 1

di j
dimana di j adalah jarak Euclidean antara provinsi i dan j jika

kedua provinsi tersebut berada dalam jarak tertentu, dan 0 jika tidak. Untuk
menormalkan Wi j digunakan pendekatan umum dengan standarisasi baris. Un-
tuk melakukan analisis dan membangun matriks Wi j digunakan RStudio dengan
library spdep.

Setelah pembuatan matriks, langkah selanjutnya adalah memeriksa autokore-
lasi spasial. Untuk tujuan ini, kami menggunakan Global Moran’s I, yang mem-
bantu memeriksa autokorelasi spasial di seluruh wilayah studi. Indeks Moran
adalah metode yang populer untuk mengukur autokorelasi spasial (Anselin,
1995). Statistik Global Moran’s I memberikan informasi mengenai hubungan spa-
sial keseluruhan analisis untuk semua unit geografis.

I =
N
∑N

ij wi jZiZ j∑
i
∑

j wi j
∑N

i=1 Z2
i

i ̸= j (4)

dimana N adalah jumlah observasi, Wi j adalah elemen matriks bobot spasial,
dan
∑

i
∑

j wi j adalah jumlah dari semua bobot. Sementara itu Zi dan Z jZ j mere-
presentasikan variabel yang diminati yang dinyatakan sebagai deviasi dari nilai
rata-ratanya. Untuk pengamatan ke-i, Zi = (Xi − sX), dimana sX adalah rata-rata
dari variabel X. Selain itu, untuk pengamatan ke- j, Z j = (X j− sX) dimana sX adalah
rata-rata dari variabel X.

Selain itu, Local Indicators of Spatial Association (LISA) dapat mengkarakterisasi
pola lokal dengan mengidentifikasi hotspot (High-High), coldspot (Low-Low), dan
pencilan spasial yang signifikan secara statistik. LISA memiliki bentuk persamaan
sebagai berikut (Anselin, 1995).

Ii =
Zi

σ2

N∑
j=1, j ̸=i

wi jZ j (5)

dimana σ2 adalah varians dari variabel X.
Ekonometrika spasial merupakan subbidang dalam ekonometrika yang mem-

pelajari efek interaksi spasial antara unit-unit geografis (Elhorst, 2014). Bidang
ekonometrika spasial melibatkan penggunaan metode dan teknik yang dida-
sarkan pada representasi formal struktur dependensi spasial dan heterogenitas
spasial (Griffith, 1989). Dependensi spasial dapat diintegrasikan ke dalam model
regresi linier melalui dua pendekatan yang berbeda: sebagai variabel dependen
spatial lag atau sebagai struktur error. Hal ini ditentukan dengan menggunakan
uji Lagrange Multiplier (LM) untuk model spasial lag (LM-Lag) dan model spasial
error (LM-Error) (Elhorst, 2014). Dalam Anselin & Rey (1991), bentuk uji LM

Jurnal Ekonomi Indonesia • Volume 13 Number 3, 2024



Rani Mardiyah Ishak & Fitri Kartiasih 199

untuk autokorelasi spasial error (6) dan autokorelasi spasial lag (7) adalah:

LMerror = [N.e′We/e′e]2[tr(W′W +W2]−1 (6)

LMlag = [N.e′Wy/e′e]2[N(WXb)M(WXb)/e′e + tr(W′W +W2]−1 (7)

dimana e adalah residual OLS, N adalah jumlah observasi, W adalah matriks
pembobot spasial NxN, tr adalah operator matriks trace, b adalah estimasi OLS
untuk parameter, dan y adalah vektor Nx1 observasi pada variabel dependen, X
adalah matriks NxK observasi pada variabel penjelas nonstokastik, dengan M
adalah matriks idempoten yang tidak berdiagonal.

Salah satu model yang umum digunakan dalam estimasi adalah model spasial
error (spatial error model, SEM). SEM merupakan salah satu cara alternatif untuk
memasukkan hubungan spasial melalui autokorelasi spasial pada error term.
Model ini dituliskan dalam bentuk sebagai berikut:

POVit = α + µi + β1IDIit + β2HDIit + β3IRit + β4UNit + β5GRDPit + β6GRDPAit

+ρ
34∑
j=1

wi ju jt + εit (8)

POVit = α + µi + β1TRit + β2HDIit + β3IRit + β4UNit + β5GRDPit + β6GRDPAit

+ρ
34∑
j=1

wi ju jt + εit (9)

POVit = α + µi + β1COMit + β2HDIit + β3IRit + β4UNit + β5GRDPit

+β6GRDPAit + ρ
34∑
j=1

wi ju jt + εit (10)

di mana wi j adalah bobot spasial wilayah ke-i, wilayah ke- j, u jt adalah autoko-
relasi spasial dari error tahun ke-t wilayah ke- j, ρ adalah koefisien autokorelasi
spasial dari error, µi adalah efek spesifik, α adalah intersep, dan εit adalah error
tahun ke-t wilayah ke-i.

3. Hasil dan Pembahasan

Dalam analisis spasial, interaksi spasial antara unit observasi diamati dengan
menghitung indeks Moran’s untuk memeriksa tingkat autokorelasi spasial global
di setiap tahun (Tabel 2). Tabel 2 menunjukkan bahwa dari tahun 2012–2021, in-
deks Moran’s I bernilai positif dan signifikan pada tingkat signifikansi 5%. Indeks
positif mengindikasikan adanya korelasi spasial dengan pola pengelompokan
pada provinsi-provinsi yang memiliki tingkat kemiskinan yang sama. Dengan

Jurnal Ekonomi Indonesia • Volume 13 Number 3, 2024



Peran Teknologi Informasi dan Komunikasi ...200

menggunakan pembobot inverse distance, variabel kemiskinan secara signifikan
menunjukkan adanya efek spasial.

Tabel 2: Global Moran’s I untuk Tingkat Kemiskinan Provinsi di Indonesia

Tahun Statistik Indeks Moran p-value
2012 0,0717 0,0052
2013 0,0743 0,0038
2014 0,0731 0,0047
2015 0,0755 0,0039
2016 0,0731 0,0047
2017 0,0768 0,0033
2018 0,0776 0,0029
2019 0,0821 0,002
2020 0,0719 0,005
2021 0,0712 0,0048

Sumber: hasil olahan

Selanjutnya dengan menggunakan statistik LISA, kita dapat melihat provinsi
yang memiliki tingkat kemiskinan tinggi dikelilingi oleh provinsi yang memiliki
tingkat kemiskinan tinggi (High-High), provinsi yang memiliki tingkat kemiskin-
an rendah dikelilingi oleh provinsi yang memiliki tingkat kemiskinan rendah
(Low-Low), provinsi yang memiliki tingkat kemiskinan rendah, namun provin-
si di sekitarnya memiliki tingkat kemiskinan yang tinggi (Low-High). Provinsi
yang memiliki tingkat kemiskinan tinggi mempunyai kemungkinan untuk pro-
vinsi di sekitarnya memiliki tingkat kemiskinan rendah (High-Low). Gambar 1
menunjukkan bahwa tujuh provinsi mempunyai pola pengelompokan tingkat
kemiskinan yang signifikan secara statistik. Papua dan Papua Barat termasuk
dalam kategori Tinggi-Tinggi, sedangkan Kalimantan Barat dan Kalimantan
Utara masuk dalam kategori Rendah-Rendah. Maluku Utara termasuk dalam
kategori Rendah-Tinggi, sementara Bengkulu dan Sumatra Selatan termasuk
dalam kategori Tinggi-Rendah.

Peta tematik menyajikan gambaran umum mengenai kemiskinan dan variabel-
variabel yang mempengaruhinya. Peta tematik ini mengelompokkan kemiskinan
dan variabel-variabel lain dalam studi ini ke dalam tiga kategori: rendah, sedang,
dan tinggi, dengan kategorisasi natural breaks menggunakan software QGIS versi
3.28.2-Firenze.

Peta tematik pada Gambar 2 menunjukkan provinsi dengan tingkat kemis-
kinan rendah (3,90%–9,60%), provinsi dengan tingkat kemiskinan sedang (9,60%–
18,5%), dan provinsi dengan tingkat kemiskinan tinggi (18,5%–28,3%). Gambar
2 mengilustrasikan pola distribusi tingkat kemiskinan yang mengelompok di
Indonesia. Terlihat bahwa daerah dengan tingkat kemiskinan tinggi cenderung
berdekatan secara geografis dengan daerah lain yang juga memiliki tingkat ke-
miskinan tinggi. Sebaliknya, daerah dengan tingkat kemiskinan yang rendah
cenderung bertetangga dengan daerah dengan tingkat kemiskinan yang juga
rendah. Tingkat kemiskinan yang tinggi menjadi ciri khas Nusa Tenggara Timur,
Papua, dan Papua Barat, sementara semua provinsi di Kalimantan memiliki
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Gambar 1: Peta Klaster LISA dengan Pembobotan Inverse Distance dari Rata-Rata
Tingkat Kemiskinan di Indonesia Tahun 2012–2021

Sumber: hasil olahan

tingkat kemiskinan yang rendah.
Secara umum, tren penggunaan teknologi yang didekati dengan variabel IP-

TIK, persentase pengguna telepon seluler, dan persentase pengguna komputer
di Indonesia dari tahun 2012 hingga 2021 mengalami peningkatan. Gambar 3 (a),
(b), dan (c) menunjukkan sebaran IP-TIK, persentase pengguna telepon seluler,
dan persentase pengguna komputer pada penduduk miskin di setiap provinsi.

Sebaran IP-TIK menunjukkan wilayah Indonesia bagian barat didominasi
oleh provinsi-provinsi yang memiliki nilai IP-TIK sedang hingga tinggi, sedang-
kan IP-TIK yang rendah didominasi oleh provinsi-provinsi di bagian timur
Indonesia (Gambar 3 (a)). Provinsi Papua memiliki IP-TIK terendah, dengan
rata-rata 3,1% dari tahun 2012 hingga 2021, sementara Provinsi DKI Jakarta
memiliki IP-TIK tertinggi, dengan rata-rata 8,02%. Temuan ini dapat dianalisis
dengan mengamati arah hubungan antara IP-TIK dan kemiskinan. Dalam hal ini,
banyak provinsi yang menunjukkan hubungan yang berlawanan, yaitu ketika
IP-TIK di suatu daerah tinggi, maka kemiskinan akan cenderung lebih kecil.
Gambar 3 (b) dan (c) menunjukkan persentase pengguna telepon seluler dan
persentase pengguna komputer pada setiap provinsi di Indonesia. Pola dari
pengguna telepon seluler dan komputer sama seperti sebaran IP-TIK, yaitu
di daerah dengan tingkat kemiskinan yang relatif tinggi, penggunaan telepon
seluler dan komputer juga relatif rendah.

Peta tematik pada Gambar 3 (d) menggambarkan sebaran IPM di Indonesia.
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Gambar 2: Sebaran Rata-Rata Tingkat Kemiskinan Indonesia pada Tahun 2012–2021
Sumber: hasil olahan

IPM terendah berada di Provinsi Papua, dengan rata-rata 59,14% dari tahun
2012–2021. Sementara itu, Provinsi DKI Jakarta memiliki IPM tertinggi, dengan
rata-rata 80,02%. Seluruh provinsi di Pulau Sumatera, Jawa, dan Kalimantan
memiliki nilai IPM sedang hingga tinggi. Sebaliknya, wilayah Sulawesi, Nusa
Tenggara, dan Kepulauan Papua masih memiliki provinsi dengan nilai IPM yang
rendah. Kesenjangan ini menyoroti kualitas sumber daya manusia yang tidak
merata di Indonesia. Gambar 3 (d) mengindikasikan hubungan yang negatif
antara IPM dan tingkat kemiskinan. Selanjutnya, Gambar 3 (e) menjelaskan
sebaran angka buta huruf dan kemiskinan provinsi di Indonesia. Tingkat buta
huruf merata di setiap provinsi. Semua provinsi kecuali Papua memiliki tingkat
buta huruf yang rendah hingga sedang. Angka buta huruf tertinggi terdapat di
Provinsi Papua, dengan rata-rata 26,93% dari tahun 2012–2021. Sementara itu,
Provinsi Sulawesi Utara memiliki angka buta huruf terendah, dengan rata-rata
0,4%. Gambar 3 (e) mengindikasikan hubungan yang searah antara angka buta
huruf dan tingkat kemiskinan.

Peta tematik yang disajikan pada Gambar 3 (f) menggambarkan sebaran
TPT dan kemiskinan di provinsi-provinsi di Indonesia. Terdapat kecenderungan
pemerataan TPT di setiap provinsi di Indonesia. TPT tertinggi berada di Provinsi
Banten, dengan rata-rata 9,25% dari tahun 2012–2021. Sementara itu, Provinsi
Bali memiliki TPT terendah, dengan rata-rata 2,52%. Beberapa provinsi memiliki
hubungan yang searah jika dilihat dari arah hubungan antara TPT dan kemiskin-
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Gambar 3: Sebaran Faktor yang Memengaruhi Kemiskinan dan Kemiskinan di
Indonesia pada Tahun 2012–2021

Sumber: hasil olahan
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an. Ketika TPT di suatu wilayah tinggi, maka kemiskinan akan cenderung lebih
tinggi, namun ada juga provinsi yang memiliki hubungan sebaliknya.

Sebaran PDRB per kapita, PDRB sektor pertanian, dan kemiskinan provinsi di
Indonesia diilustrasikan melalui peta tematik pada Gambar 3 (g) dan (h). PDRB
per kapita tertinggi berada di Provinsi DKI Jakarta, dengan rata-rata sebesar
Rp152.636,13 ribu Rupiah dari tahun 2012–2021. Sementara itu, Provinsi Nusa
Tenggara Timur memiliki PDRB per kapita terendah, dengan rata-rata sebesar
Rp11.667,933 ribu Rupiah. PDRB sektor pertanian terendah berada di Provinsi Ja-
wa Timur, dengan rata-rata sebesar Rp1.384,769402 miliar pada tahun 2012–2021.
Sementara itu, Provinsi Kalimantan Timur memiliki PDRB sektor pertanian ter-
tinggi, dengan rata-rata sebesar Rp161.320,3033 miliar Rupiah. Provinsi dengan
PDRB per kapita dan PDRB sektor pertanian yang rendah mendominasi kondisi
PDRB per kapita dan PDRB sektor pertanian di Indonesia.

Seperti yang telah dibahas sebelumnya pada bagian metodologi, untuk anali-
sis data panel non-spasial dan spasial di penelitian ini menggunakan model fixed
effect karena hasil uji Hausman mengonfirmasi model fixed effect sebagai model
yang lebih baik. Pada tabel 3, kolom 1 sampai 3 menunjukkan hasil model non-
spasial, sedangkan kolom 4 sampai 6 menunjukkan hasil model spasial. Terkait
pemilihan model dalam analisis spasial, uji Lagrange Multiplier (LM) menyajikan
hasil yang signifikan pada uji LM error dengan tingkat signifikansi 5%, yang
mengindikasikan model spasial error (SEM) merupakan model yang terpilih.

Tabel 3: Hasil Model Non-Spasial dan Spasial (FE)

Dependent variable: Poverty Rate
Parameter Non-Spatial (SUR) Spatial (SEM)

(1) (2) (3) (4) (5) (6)
IDI MOP COM IDI MOP COM

Constant 10,861 13,6120’ 26,794 *** 9,0986 1,7191 26,4770***
ρ — — — 0,1735 0,1418 -0,116
IDI -0,3606*** — — -0,4473*** — —
MOP — -0,0366’ — — -0,0811*** —
COM — — -0,0199 — — -0,0195
HDI -0,3750*** -0,3816*** -0,5206*** -0,3980*** -0,2851** -0,5472***
IR 0,1944*** 0,1476** 0,1131* 0,19364*** 0,1524*** 0,1236**
UN 0,2324*** 0,1886*** 0,1833*** 0,18981*** 0,1527*** 0,1718***
GRDP 0,8387 ’ 1,0788* 1,1023* 1,1977* 1,5089** 1,3417*
GRDPA 2,3179** 2,0835** 1,5595* 2,5946** 2,7289** 1,6928*
LM Lag Test — — — 0,7293 3,2007’ 0,7392
LM Error Test — — — 13,0720*** 24,8770*** 11,524***
Hausman Test 18,6922** 27,0281*** 14,9610* 28,0470*** 15,8060* 16,3260*
R-Squared 0,9902 0,9907 0,9907 0,9896 0,9895 0,9892

Sumber: hasil olahan
Keterangan: ***, **, *, ’, masing-masing signifikan pada 0,1%, 1%, 5%, 10%

IP-TIK digunakan sebagai salah satu proksi TIK yang berguna untuk menge-
tahui tingkat perkembangan dan pemanfaatan TIK di suatu wilayah. Selain itu,
penelitian ini berfokus pada aspek akses dan infrastruktur TIK dengan varia-
bel yang digunakan adalah persentase pengguna telepon seluler dan komputer.

Jurnal Ekonomi Indonesia • Volume 13 Number 3, 2024



Rani Mardiyah Ishak & Fitri Kartiasih 205

Dengan berfokus pada akses dan infrastruktur TIK, dapat meningkatkan pema-
haman tentang kendala dan tantangan yang terkait dengan infrastruktur TIK.
Namun, harus diakui bahwa TIK memiliki aspek yang lebih luas, termasuk peng-
gunaan TIK dan tingkat keterampilan masyarakat yang tidak dibahas secara
rinci dalam studi ini.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kenaikan 1% dalam IP-TIK akan mengu-
rangi tingkat kemiskinan masing-masing sebesar 0,3606% (kolom 1) dan 0,4473%
(kolom 4). Temuan ini menunjukkan bahwa adopsi dan pemanfaatan TIK di sua-
tu wilayah berkontribusi terhadap pengurangan kemiskinan. Hal tersebut sejalan
dengan penelitian Palvia et al. (2018) yang menyatakan pandangan optimis bah-
wa TIK dapat memainkan peran penting dalam pengentasan kemiskinan. Faktor
lain seperti kurangnya akses ke infrastruktur TIK, mahalnya biaya koneksi inter-
net dan perangkat, kurangnya keterampilan dan literasi digital, dan lemahnya
kesadaran akan manfaat terhubung dengan internet dituding sebagai penyebab
eksklusi digital dan rendahnya penggunaan TIK di negara berkembang (Deganis
et al., 2021).

Temuan lain menunjukkan bahwa koefisien persentase pengguna telepon
seluler bernilai negatif dan signifikan secara statistik terhadap kemiskinan. Es-
timasi itu mengindikasikan bahwa kenaikan 1% persentase pengguna telepon
seluler akan menurunkan kemiskinan di Indonesia sebesar 0,0366% (kolom 2)
dan 0,0811% (kolom 5). Dengan adanya akses dan penggunaan telepon seluler,
kegiatan sosial ekonomi sehari-hari masyarakat menjadi lebih mudah, terjangkau,
dan murah, serta mengurangi kemiskinan dengan berkontribusi pada peningkat-
an mata pencaharian masyarakat (Adera et al., 2014).

Sementara itu, penggunaan komputer memiliki dampak negatif yang tidak
signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Alasan mengapa penggunaan komputer
tidak signifikan dalam mengurangi kemiskinan dapat dijelaskan melalui per-
timbangan efektivitas biaya. Dalam situasi dengan sumber daya yang terbatas,
penting untuk mempertanyakan apakah komputer dan konektivitas internet
merupakan solusi yang paling hemat biaya untuk memenuhi kebutuhan infor-
masi dan komunikasi masyarakat berpenghasilan rendah TIK (Kartiasih et al.,
2023a,b,c). Kenny (2002) berpendapat bahwa persyaratan yang tinggi dalam
hal harga pembelian, infrastruktur, keterampilan, dan pemeliharaan membuat
komputer kurang berkelanjutan bagi orang-orang yang mengalami kemiskin-
an dibandingkan dengan telepon seluler. Oleh karena itu, sebelum melakukan
investasi besar dalam TIK yang mahal, penting untuk mengevaluasi biaya dan
manfaat dari berbagai alternatif teknologi.

IPM terdiri dari tiga komponen utama, antara lain kesehatan, pendidikan,
dan standar hidup layak. Berdasarkan Tabel 3, terlihat bahwa IPM memiliki
pengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Tingkat kemis-
kinan menurun sebesar 0,3750% (kolom 1), 0,3816% (kolom 2), 0,5206% (kolom
3), 0,3980% (kolom 4), 0,2851% (kolom 5), dan 0,5472% (kolom 6) untuk setiap
kenaikan 1% IPM. Angka tersebut konsisten dengan penelitian yang dilakukan
Olopade et al. (2019), mereka menegaskan dampak positif modal manusia terha-
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dap pengurangan kemiskinan. Sementara itu, tingkat buta huruf berpengaruh
positif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Peningkatan 1% pada tingkat
buta huruf menyebabkan peningkatan sebesar 0,1944% (kolom 1), 0,1476% (ko-
lom 2), 0,1131% (kolom 3), 0,19364% (kolom 4), 0,1524% (kolom 5), dan 0,1236%
(kolom 6) di tingkat kemiskinan. Hasil penelitian ini sejalan dengan studi Pribadi
& Kartiasih (2020).

Selain itu, kenaikan 1% pada tingkat pengangguran mengakibatkan kenaik-
an sebesar 0,2324% (kolom 1), 0,1886% (kolom 2), 0,1833% (kolom 3), 0,18981%
(kolom 4), 0,1527% (kolom 5), dan 0,1718% (kolom 6) di tingkat kemiskinan.
Temuan tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan Turriago-Hoyos et al.
(2020) dan Meo et al. (2020) yang menunjukkan adanya hubungan positif antara
pengangguran dan kemiskinan. Dalam konteks ini, jika tingkat pengangguran
meningkat, pendapatan akan menurun karena banyak pekerja yang mengang-
gur sehingga tidak mendapatkan penghasilan. Penurunan pendapatan itu akan
mengganggu kesejahteraan masyarakat dan dapat meningkatkan kemiskinan.
Sebaliknya, jika tingkat pengangguran menurun, pendapatan masyarakat akan
meningkat karena banyak pekerja yang dapat memperoleh penghasilan. Hal
tersebut dapat membantu meningkatkan kesejahteraan dan mengurangi tingkat
kemiskinan (Amar et al., 2022).

Dalam penelitian ini, ditemukan bahwa PDRB per kapita memiliki penga-
ruh yang positif terhadap tingkat kemiskinan. Temuan tersebut menunjukkan
bahwa tingkat kemiskinan akan meningkat sebesar 0,0083% (kolom 1), 0,0107%
(kolom 2), 0,0110% (kolom 3), 0,0119% (kolom 4), 0,0151% (kolom 5), dan 0,0134%
(kolom 6) setiap kenaikan 1% PDRB per kapita. Hasil itu tidak sejalan dengan
penelitian dari Ma et al. (2018) yang mengindikasikan bahwa pertumbuhan eko-
nomi memiliki dampak positif terhadap upaya pengentasan kemiskinan di suatu
daerah. Perbedaan tersebut dapat terjadi karena adanya ketimpangan PDRB per
kapita antar provinsi selama 2012–2021. Hanya terdapat beberapa provinsi yang
memiliki PDRB per kapita diatas rata-rata nasional sedangkan sisanya memiliki
PDRB per kapita dibawah rata-rata nasional. Selain itu, terdapat pandangan
bahwa pertumbuhan ekonomi telah menyebabkan ketimpangan pendapatan
yang meningkat, sehingga menghambat pengurangan kemiskinan (Ravallion &
Chen, 2003,2007). Tingkat ketimpangan pendapatan di Indonesia masih belum
mencapai tingkat yang rendah, sehingga penting untuk mencatat bahwa mes-
kipun terjadi pertumbuhan PDRB, dampaknya belum merata di semua lapisan
masyarakat. Menurut Todaro (2003), tingkat ketimpangan pendapatan dapat
dikategorikan sebagai tinggi jika gini ratio melebihi 0,5. Jika gini ratio berada
dalam rentang antara 0,35 hingga 0,5, maka tingkat ketimpangan pendapatan
diklasifikasikan sebagai sedang. Sementara itu, tingkat ketimpangan pendapatan
dikategorikan rendah jika gini ratio berada di bawah 0,35. Berdasarkan Gambar
4, selama periode 2012–2021, gini ratio Indonesia berada dalam kategori sedang.

Selain itu, ditemukan bahwa PDRB sektor pertanian memiliki pengaruh yang
positif terhadap tingkat kemiskinan. Tingkat kemiskinan akan meningkat sebesar
0,0231% (kolom 1), 0,0208% (kolom 2), 0,0156% (kolom 3), 0,0259% (kolom 4),
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Gambar 4: Gini Ratio Indonesia Tahun 2012–2021
Sumber: BPS (2022c)

0,0272% (kolom 5), dan 0,0169% (kolom 6) dengan kenaikan PDRB pertanian sebe-
sar 1%. Hal tersebut sesuai dengan penelitian Liu et al. (2020) yang menunjukkan
bahwa dalam jangka panjang, pertumbuhan PDB sektor pertanian berdampak
dalam meningkatkan tingkat kemiskinan di daerah pedesaan. Namun, hasil
jangka pendek dari penelitian itu menunjukkan adanya hubungan negatif yang
signifikan antara PDB sektor pertanian dengan tingkat kemiskinan di daerah
pedesaan.

Tabel 4: Rata-Rata Upah Bersih Sebulan Pekerja Berdasarkan Lapangan Usaha
Indonesia Tahun 2019–2021

Sektor Upah Pekerja
2019 2020 2021

(1) (2) (3) (4)
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 1.488.320 1.475.830 1.404.665
Industri Pengolahan 2.550.463 2.727.168 2.763.729
Perdagangan Besar dan Eceran 2.254.473 2.384.895 2.364.967
Informasi dan Komunikasi 3.804.379 4.062.561 4.036.940
Jasa Pendidikan 2.659.482 2.730.372 2.681.016
Jasa Kesehatan 3.299.796 3.349.429 3.364.105
Rata-Rata Upah 2.542.323 2.661.096 2.572.373

Sumber: BPS (2022a)
Keterangan: Pekerja terdiri atas buruh/karyawan/pegawai, pekerja bebas di

pertanian dan pekerja bebas di nonpertanian

Dari data yang terlihat pada Tabel 4, pada 2019, terlihat bahwa rata-rata upah
pekerja di sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan sebesar 1.488.320 rupiah,
sementara rata-rata upah pekerja di sektor lain jauh lebih tinggi. Perbedaan
dalam tingkat upah ini terus berlanjut pada tahun 2020 dan 2021, dimana sektor
pertanian, kehutanan, dan perikanan tetap memiliki rata-rata upah yang lebih
rendah dibandingkan dengan sektor-sektor lainnya. Upah yang rendah di sektor
pertanian dapat menjadi salah satu faktor yang berkontribusi pada tingginya
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tingkat kemiskinan di sektor tersebut. Upah yang rendah membuat pendapatan
pekerja di sektor pertanian terbatas, sehingga menghambat kemampuan mere-
ka untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan, perumahan, pendidikan,
dan layanan kesehatan (Harum et al., 2023; Kartiasih & Setiawan, 2019; Latifa et
al., 2023; Putri et al., 2023). Selain itu, rendahnya pendapatan juga dapat meng-
hambat akses mereka terhadap modal dan teknologi yang diperlukan untuk
meningkatkan produktivitas dan daya saing di sektor pertanian.

4. Kesimpulan

Tingkat kemiskinan di Indonesia secara umum mengalami penurunan selama
periode penelitian. Peta tematik menunjukkan pola tingkat kemiskinan yang
tidak merata antar provinsi dengan beberapa daerah yang cenderung menge-
lompok. Melalui peta tematik bivariat choropleth pola sebaran angka buta huruf
antarprovinsi menunjukkan hubungan yang searah dengan kemiskinan. Sebalik-
nya, pola sebaran TIK dan IPM menunjukkan korelasi negatif dengan kemiskinan.
Sementara itu, pola distribusi TPT, PDRB per kapita, dan PDRB sektor pertanian
antar provinsi tidak menunjukkan hubungan yang jelas dengan kemiskinan.
Temuan ini menunjukkan bahwa IP-TIK, persentase penduduk yang memiliki
atau menguasai telepon genggam, dan IPM berpengaruh negatif dan signifikan
terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia. Sementara itu, angka buta huruf, TPT,
PDRB per kapita, dan PDRB sektor pertanian berpengaruh positif dan signifikan
terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia. Persentase penduduk yang memiliki
atau menguasai komputer berpengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap
tingkat kemiskinan di Indonesia.

Studi ini menyoroti bagaimana mengabaikan efek spasial yang signifikan da-
pat menyebabkan estimasi parameter yang bias. Selain itu, penelitian ini terbatas
hanya pada satu metode matriks bobot spasial. Oleh karena itu, penelitian ini
dapat diperluas dengan menggunakan metode lain. Analisis empiris ini mem-
berikan bukti yang mendukung perlunya komitmen terkait pencapaian tujuan
pembangunan berkelanjutan (SDGs). Pemerintah Indonesia harus menjadikan
TIK sebagai bagian penting dari strategi pembangunan yang lebih luas untuk
mengentaskan kemiskinan. Hal ini diperlukan untuk meningkatkan infrastruktur
telekomunikasi fisik dan penggunaan TIK serta upaya penyuluhan dan literasi
bagi masyarakat berpenghasilan rendah agar mau dan mampu memanfaatkan
TIK untuk meningkatkan produktivitas masyarakat.

Rekomendasi lain yang dapat diberikan berdasarkan hasil dari penelitian ini
yaitu, pemerintah harus memprioritaskan upaya pembangunan untuk meng-
urangi kesenjangan pendapatan di antara kelompok-kelompok sosial. Selain
itu, perlu untuk meningkatkan pangsa di sektor-sektor lain yang terkait dengan
sektor pertanian, seperti industri, jasa, dan perdagangan, untuk mendorong
nilai tambah pertanian. Selanjutnya pemerintah diharapkan dapat mengurangi
jumlah pengangguran untuk meningkatkan kualitas pembangunan manusia
dan kesejahteraan dengan menciptakan lapangan kerja baru dan mengembang-
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kan lembaga pelatihan kerja yang efisien dan efektif untuk meningkatkan ke-
terampilan angkatan kerja. Perlu adanya kebijakan untuk meningkatkan dan
memeratakan jumlah sekolah dasar terutama di daerah-daerah yang jumlah se-
kolahnya masih minim, untuk meningkatkan partisipasi di tingkat sekolah dasar
dan mengurangi jumlah buta huruf. Sebelum menetapkan target, pemerintah
harus terlebih dahulu mempelajari tingkat kemiskinan masing-masing daerah
dengan melihat pola daerah yang mengelompok karena tidak semua daerah
dapat diperlakukan sama. Sehingga pada akhirnya dapat dirumuskan strategi
pengentasan kemiskinan yang paling tepat.
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